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Artikel ilmiah ini membahas tentang peranan Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 
62/PMK.01/2009 sebagai upaya mengurangi peredaran faktur pajak fiktif.  Hal ini 
didasari semakin meningkatnya jumlah kasus peredaran faktur pajak fiktif. 
Permasalahan yang  diangkat  adalah  bagaimana  peranan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 
nomor 62/PMK.01/2009 sebagai upaya mengurangi peredaran faktur pajak fiktif, 
hambatan yang dihadapi dan  solusi  yang dilakukan  Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak dalam melaksanakan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 
62/PMK.01/2009. Penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian empiris dengan 
metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer mengacu pada hasil 
wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Penyidikan yaitu Bapak Novel dan 
Pelaksana Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak yaitu Bapak 
Devie Koerniawan. Sedangkan sumber data sekunder mengacu pada hasil 
penelusuran dokumen milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Timur III dan penelusuran kepustakaan yang terkait dengan peranan Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dalam mengurangi faktur pajak 
fiktif. Dan pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
yuridis kualitatif. 
 Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa 
peranan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dalam 
pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.01/2009 
sebagai upaya mengurangi peredaran faktur pajak fiktif adalah mengawasi 
penanganan tindak lanjut faktur pajak fiktif yang dilakukan KPP terkait, dalam 
bentuk laporan bulanan, melakukan analisa dan pengembangan atas informasi 
terkait faktur pajak fiktif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP (Kantor 
Pelayanan Pajak) atau dari sumber lain, menentukan tindak lanjut berdasarkan 
hasil analisis, melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, dan 
melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Polda dan Kejaksaan. 
Adapun hambatan yang dihadapi oleh Kanwil DJP Jatim III adalah kurangnya 
sumber daya manusia untuk mengawasi wajib pajak dan menganalisis laporan 
adanya dugaan peredaran faktur pajak fiktif, banyaknya pihak yang terlibat dalam 
                                                        
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 
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1 (satu) kasus penerbitan serta penggunaan faktur pajak fiktif sehingga Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III membutuhkan waktu yang 
lama untuk menyelesaikan sebuah kasus, kurangnya kesadaran wajib pajak akan 
pentingnya pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya, dan banyak 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendaftarkan atau mendirikan tempat usaha 
yang didalamnya tidak terjadi transaksi jual beli atau PKP tersebut sengaja 
memalsukan identitasnya. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan 
tersebut adalah mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk 
menambah jumlah sumber daya manusia di wilayahnya, Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III telah berupaya untuk menangkap pelaku 
penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif dan meminta keterangan pelaku 
tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat baik itu diadakan di dalam Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Timur III itu sendiri maupun di luar serta berkoordinasi 
dengan kelurahan, Polda atau Kejaksaan guna menemukan serta menangkap PKP 
tersebut dan diberlakukan peraturan faktur pajak yang baru yaitu PER-24/PJ/2012. 
 


































Beberapa tahun terakhir, di Indonesia telah terjadi berbagai kasus 
penyimpangan dalam bidang perpajakan. Terungkapnya sejumlah kasus 
perpajakan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu segera 
dibenahi sehingga kemampuan keuangan negara tidak makin terbatas. 
Penyimpangan dalam bidang perpajakan ini salah satunya adalah pemalsuan 
faktur pajak oleh perseorangan atau perusahaan-perusahaan.  
  Menurut Direktorat Jenderal Pajak jumlah kasus tindak pidana dibidang 
perpajakan yang ditangani atau dilakukan penyelidikan dan berkasnya 
dinyatakan lengkap sepanjang 2012 mengalami peningkatan dan kasus 
terbanyak didominasi oleh kasus faktur pajak fiktif.2 Salah satu contoh  kasus 
faktur pajak fiktif adalah kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan bidang 
ekspor import yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik 
Utara.3 Akibat perbuatan perusahaan tersebut, negara dirugikan pendapatan 
Rp 27 miliar sampai Rp 100 milyar.  
  Selain kasus perusahaan bidang ekspor import yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, adapula kasus peredaran faktur pajak 
fiktif yang melibatkan pejabat pajak. Kementerian Keuangan sendiri telah 
memberhentikan dengan tidak hormat 10 pejabat pajak yang terkait kasus 
faktur pajak fiktif.4 kasus pajak yang ditemukan banyak yang berkaitan 
dengan restitusi PPN melalui faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi 
sebenarnya atau fiktif. Adanya peredaran faktur pajak fiktif ini membuat 
negara mengalami kerugian yang sangat besar. Peredaran faktur pajak fiktif 
berawal dari pembelian dokumen-dokumen milik pengusaha oleh eksportir 
atau pengusaha kena pajak fiktif.  
  Beredarnya faktur pajak fiktif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang 
pertama, faktor mudahnya seseorang ditunjuk menjadi Pengusaha Kena Pajak 
(PKP). Seringkali kantor pajak cenderung tidak selektif ketika mengukuhkan 
                                                        
2Nugroho Setyabudi, Pajak Fiktif, Penyelewengan Pajak Terbanyak di Jateng (online), 2012, 
http://economy.okezone.com, diakses 10 Desember 2012. 
3 M. Ismail, Dirjen Pajak Juanda Ungkap Pemalsuan Faktur Miliaran Rupiah (online), 2012, 
http://www.beritajatim.com, diakses 10 Desember 2012. 
4Kartika Runiasari, Terlibat Kasus Faktur Pajak Fiktif, 10 Pegawai Pajak Dipecat (online), 
2010, http://suaramerdeka.com, diakses 10 Desember 2012. 
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PKP. Kedua, lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap PKP yang sudah 
dikukuhkan. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak lebih berfokus pada tindakan 
represif saja. Dalam kaitannya dengan peredaran faktur pajak fiktif, Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas untuk melakukan 
pengendalian agar jumlah peredaran faktur pajak fiktif tidak bertambah 
sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009 disebutkan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, 
analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang 
perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam upaya mengurangi peredaran 
faktur pajak fiktif, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan 
pengendalian misalnya dengan cara memeriksa keaslian setiap faktur pajak 
yang masuk dan tidak langsung mencairkan restitusi wajib pajak. Hal ini 
berguna agar tidak ada faktur pajak fiktif yang masuk ke dalam Direktorat 
Jenderal pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul 
skripsi “PERANAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 
PAJAK DALAM PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 SEBAGAI UPAYA 
MENGURANGI PEREDARAN FAKTUR PAJAK FIKTIF ((Studi di 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah peranan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Timur III dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009 sebagai upaya mengurangi peredaran faktur pajak fiktif? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Jawa Timur III dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 62/PMK.01/2009 sebagai upaya mengurangi peredaran faktur pajak 




C. METODE PENELITIAN 
Artikel ini disusun dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana  jenis 
penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji masalah yang 
diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengaitkan dengan 
kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa dalam praktek sehari-hari.5 
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode dengan 
penelitian di lapangan lalu mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di dalam 
masyarakat.6 Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggambarkan 
permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai 
peranan  Kantor Wilayah Direktorat Jawa Timur III dan untuk mengkaji 
peranan Kantor Wilayah Direktorat Jawa Timur III dalam mengurangi 
peredaran faktur pajak fiktif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dalam pelaksanaan 
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 sebagai upaya 
mengurangi peredaran faktur pajak fiktif. Selain itu penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi serta upaya 
yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009 sebagai upaya mengurangi peredaran faktur pajak fiktif. 
Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yaitu: 
1. Data primer 
Adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.7 Sumber 
data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak 
yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 
III. Dimana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan 
informasi bagi penulis terkait peredaran faktur pajak fiktif saat ini 
                                                        
5 Ronny Haijito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juemetri, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1998, hal 65. 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hal 215. 




serta peranan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Timur III dalam menangani permasalahan tersebut.  
2. Data sekunder 
Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, 
tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah, atau media lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.8 Sumber data 
sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan penelusuran 
kepustakaan yang terkait dengan peranan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dalam mengurangi faktur 
pajak fiktif. Adapun sumber data yang diperoleh dengan 
penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data kasus faktur 
pajak fiktif yang ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Timur III selama tahun 2010 s/d 2012. 
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 
Deskriptif analisis ini digunakan sebagai pendukung untuk menambah dan 
mempertajam analisis yang dilakukan, membantu memahami masalah yang 




1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Kota Malang 
 Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas 
permukaan air laut. Kota ini merupakan salah satu kota tujuan wisata 
di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya 
berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara 




                                                        
8Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1990, hal 107. 
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b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
 Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor wilayah ini berada di bawah 
dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan 
Kantor wilayah ini dipimpin oleh seorang kepala. 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
terletak di Jalan Letjen S. Parman No. 100 Kota Malang. Kantor 
wilayah ini didirikan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam 
Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
132/PMK.01/2006. Kanwil DJP Jatim III mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, 
evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang 
perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.   
Agar pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan 
baik dan dapat mencapai tujuan, maka Kanwil DJP Jatim III harus 
melaksanakan fungsi sebagai berikut:9 
1) pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Direktorat Jenderal Pajak; 
2) pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang 
perpajakan; 
3) bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta 
pemberian dukungan teknis komputer; 
4) pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian 
informasi perpajakan; 
                                                        
9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.   
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5) penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian 
bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian; 
6) bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta 
pelaksanaan dan administrasi penyidikan; 
7) bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan 
hubungan masyarakat; 
8) bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan 
urusan banding dan gugatan; 
9) bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, 
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 
dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 
yang tidak benar; 
10) bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 
11) pelaksanaan administrasi kantor. 
 
2. Peranan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
Dalam Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009 Sebagai Upaya Mengurangi Peredaran Faktur 
Pajak Fiktif 
 Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, 
analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang 
perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 
Terkait dengan peredaran faktur pajak fiktif, Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Timur III mempunyai peranan sebagai berikut: 
a. Mengawasi penanganan tindak lanjut faktur pajak fiktif yang 
dilakukan KPP terkait, dalam bentuk laporan bulanan. 
                                                        
10 Pasal 2, Ibid. 
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KPP melaporkan secara bulanan mengenai Wajib Pajak 
Pengguna dan Penerbit berdasarkan kegiatan penelitian kepada 
Kantor Wilayah DJP atasannya dengan menggunakan formulir yang 
telah ditetapkan. Laporan bulanan kemudian diadministrasikan dan 
dikirimkan ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan dengan formulir 
yang telah ditetapkan. Walaupun laporan telah dikirimkan kepada 
pihak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Jatim III 
juga tetap harus melakukan pemantauan terhadap pembuatan faktur 
pajak. 
b. Melakukan analisa dan pengembangan atas informasi terkait faktur 
pajak fiktif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP 
(Kantor Pelayanan Pajak) atau dari sumber lain. 
Informasi terkait faktur pajak fiktif berdasarkan hasil 
penelitian KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang mempunyai indikasi 
bahwa Wajib Pajak sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, 
diperlakukan sebagai Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan 
(IDLP). Laporan IDLP tersebut kemudian dianalisis oleh analis 
IDLP. Pengembangan dan analisis IDLP dilakukan melalui tahapan 
sebagai berikut: 
1) melakukan uji mutu IDLP untuk mengklasifikasikan ke 
dalam 3 (tiga) kelompok kualitas; dan 
2) menentukan tindak lanjut IDLP. 
c. Menentukan tindak lanjut atas pengembangan dan analisis yang 
dilakukan. 
Hasil analisis dari analis IDLP kemudian dikelompokkan 
menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 
1) Kelompok A adalah IDLP dengan indikasi kuat terjadinya 
tindak pidana perpajakan. 
IDLP yang termasuk ke dalam kelompok ini ditindaklanjuti 
dengan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. 
2) Kelompok B adalah IDLP dengan indikasi lemah terjadinya 
tindak pidana perpajakan. 
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IDLP yang termasuk ke dalam kelompok ini ditindaklanjuti 
dengan: 
a) Rekomendasi kepada Direktur Pemeriksaan dan 
Penagihan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus dalam 
hal pengembangan dan analisis IDLP dilakukan oleh 
Direktorat Intelijen dan Penyidikan; 
b) usul Pemeriksan Khusus dalam hal pengembangan dan 
analisis IDLP dilakukan oleh Kanwil DJP. 
3) Kelompok C adalah IDLP tidak menunjukkan adanya indikasi 
tindak pidana perpajakan. 
IDLP dalam kelompok ini ditindaklanjuti dengan: 
a) mengarsipkan sementara dan akan diproses kembali 
apabila di kemudian hari terdapat IDLP baru yang 
berhubungan; 
b) mengirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau seharusnya terdaftar 
untuk dapat dimanfaatkan. 
d. Melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. 
  Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk 
melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan data, 
laporan, dan pengaduan. 
Ruang lingkup pemeriksaan bukti permulaan meliputi:11 
1) dugaan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan dan 
modus operandinya; 
2) jenis pajak; dan 
3) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. 
Kasus peredaran faktur pajak fiktif yang dilakukan 
penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Timur III jumlahnya tidaklah banyak mengingat tujuan 
                                                        
11 Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang  




Direktorat Jenderal Pajak adalah mengumpulkan penerimaan, 
maka wajib pajak pengguna faktur pajak fiktif apabila bersedia 
membetulkan SPTnya maka tidak akan dilakukan pemeriksaan. 
Walaupun jumlahnya sedikit kasus faktur pajak fiktif ini sangatlah 
rumit dan berantai. Berantai dalam arti tidak hanya satu pelaku 
yang melakukan peredaran faktur pajak fiktif, tetapi banyak pihak 
yang terkait dalam peredaran faktur pajak fiktif ini. 
3. Hambatan yang Dihadapi Serta Upaya yang Dilakukan Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dalam 
Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009 Sebagai Upaya Mengurangi Peredaran Faktur 
Pajak Fiktif. 
 Dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009 sebagai upaya mengurangi peredaran faktur pajak fiktif, 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III menghadapi 
hambatan sebagai berikut:12 
a. Kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi wajib pajak 
dan menganalisis laporan adanya dugaan peredaran faktur pajak 
fiktif. 
b. Banyaknya pihak yang terlibat dalam 1 (satu) kasus penerbitan 
serta penggunaan faktur pajak fiktif sehingga Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III membutuhkan waktu 
yang lama untuk menyelesaikan sebuah kasus. 
c. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran 
pajak sesuai dengan kewajibannya. 
d. Banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendaftarkan atau 
mendirikan tempat usaha yang didalamnya tidak terjadi transaksi 
jual beli atau PKP tersebut sengaja memalsukan identitasnya. 
                                                        




Adapun upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Timur III dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, 
yaitu:13 
a. Mengenai sumber daya manusia yang kurang dalam hal 
pengawasan dan analisis suatu laporan terkait faktur pajak fiktif, 
pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk 
menambah jumlah sumber daya manusia di wilayahnya. Hal ini 
bertujuan agar kasus atau laporan yang ada dapat segera dianalisis 
dan dikembangkan sehingga kasus tersebut dapat cepat 
terselesaikan. 
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III telah 
berupaya untuk menangkap pelaku penerbitan dan penggunaan 
faktur pajak fiktif dan meminta keterangan pelaku tentang siapa saja 
yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari penjelasan pelaku tersebut, 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III akan 
menindaklanjutinya dengan melakukan pengawasan serta 
pengamatan terhadap pihak yang diduga terlibat. 
c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu diadakan di 
dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III itu 
sendiri maupun di luar seperti di kantor-kantor atau universitas, 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam 
membayar pajak terutangnya. 
d. Terkait dengan banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 
mendaftarkan atau mendirikan tempat usaha yang didalamnya tidak 
terjadi transaksi jual beli atau PKP tersebut sengaja memalsukan 
identitasnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 
III berkoordinasi pihak kelurahan untuk memastikan keberadaan 
PKP dan berkoordinasi dengan Polda atau Kejaksaan. Selain itu 
dengan  diberlakukannya peraturan faktur pajak yang baru yaitu 




PER-24/PJ/2012 dimana terdapat ketentuan bahwa PKP harus 
memastikan bahwa alamat yang terdaftar adalah alamat yang sesuai 
dengan kondisi nyata PKP, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Timur III akan mudah menemukan para PKP yang 




Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diangkat dalam 
penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya: 
a. Peredaran faktur pajak fiktif merupakan salah satu tindak pidana 
perpajakan dengan modus faktur pajak fiktif yang bertujuan untuk 
mengurangi jumlah pembayaran pajak.  
b. Pelaku tindak pidana faktur pajak fiktif pada dasarnya tidak 
terbatas pada beberapa segmen usaha saja, namun sampai dengan 
saat ini pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Timur III banyak menangani kasus tindak pidana faktur pajak fiktif 
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha importir (selaku penerbit) dan trading (selaku 
penerbit dan pengguna).  
c. Untuk mengurangi peredaran faktur pajak fiktif, Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mempunyai peranan 
sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009, yaitu sebagai berikut: 
1) Mengawasi penanganan tindak lanjut faktur pajak fiktif yang 
dilakukan KPP terkait, dalam bentuk laporan bulanan; 
2) Melakukan analisa dan pengembangan atas informasi terkait 
faktur pajak fiktif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau dari sumber lain; 
3) Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis; 
4) Melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; 
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5) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Polda dan 
Kejaksaan. 
d. Dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009 sebagai upaya mengurangi peredaran faktur 
pajak fiktif, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 
III menghadapi hambatan sebagai berikut:14 
1) Kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi wajib 
pajak dan menganalisis laporan adanya dugaan peredaran 
faktur pajak fiktif. 
2) Banyaknya pihak yang terlibat dalam 1 (satu) kasus 
penerbitan serta penggunaan faktur pajak fiktif sehingga 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan 
sebuah kasus. 
3) Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya 
pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya. 
4) Banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendaftarkan 
atau mendirikan tempat usaha yang didalamnya tidak terjadi 
transaksi jual beli atau PKP tersebut sengaja memalsukan 
identitasnya. 
e. Agar hambatan-hambatan tersebut dapat dihadapi oleh Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, maka Kanwil 
ini melakukan upaya upaya antara lain Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Timur III mengajukan usulan kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk menambah jumlah sumber daya manusia di 
wilayahnya. Kanwil DJP Jatim III tidak bisa membuka penerimaan 
pegawai secara langsung tetapi harus melalui usulan kepada 
Direktur Jenderal Pajak. Upaya yang kedua adalah Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III telah berupaya untuk 
menangkap pelaku penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif 
dan meminta keterangan pelaku tentang siapa saja yang terlibat 
                                                        




dalam kasus tersebut. Dari penjelasan pelaku tersebut, Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III akan 
menindaklanjutinya dengan melakukan pengawasan serta 
pengamatan terhadap pihak yang diduga terlibat. Hal ini dilakukan 
sebagai pelaksanaan tugas pengawasan Kanwil DJP Jatim III. 
Upaya yang ketiga dan keempat adalah Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Timur III melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat baik itu diadakan di dalam Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Timur III itu sendiri maupun di luar seperti di 
kantor-kantor atau universitas, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya serta 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 
berkoordinasi pihak kelurahan untuk memastikan keberadaan PKP 
dan berkoordinasi dengan Polda atau Kejaksaan pada saat 
penyidikan serta  diberlakukan peraturan faktur pajak yang baru 
yaitu PER-24/PJ/2012. 
2. Saran 
a. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, yaitu: 
1) Terkait dengan kesadaran wajib pajak akan pentingnya 
membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, sebaiknya 
penyuluhan atau sosialisasi pajak dilakukan sebelum orang 
tersebut dinyatakan sebagai wajib pajak yang baru tidak hanya 
dilakukan setelahnya. Sehingga kedatangan orang tersebut 
dijadikan sebagai suatu syarat untuk menjadi wajib pajak baru. 
Dengan cara seperti itu maka masyarakat khususnya wajib 
pajak baru tersebut mengikuti sosialisasi pajak yang berguna 
bagi wajib pajak itu sendiri nantinya. Hal ini dikarenakan 
jumlah wajib pajak yang diundang untuk mengikuti sosialisasi 
perpajakan tidak semuanya hadir hanya beberapa saja. 
2) Terkait dengan faktur pajak fiktif, sebaiknya wajib pajak yang 
akan ditetapkan sebagai PKP harus lebih diberikan syarat yang 
lebih khusus lagi agar tidak ada penyalahgunaan status PKP 
19 
 
tersebut. Misalnya saja yang sering terjadi saat ini ialah dari 
awal wajib pajak tersebut memang mempunyai niat buruk 
untuk mendaftar sebagai PKP padahal wajib pajak tersebut 
tidak mempunyai usaha yang riil. Dengan adanya kriteria atau 
syarat khusus pendaftaran PKP, maka dapat meminimalisir 
terjadinya penyalahgunaan tersebut. 
3) Terkait data yang tidak didapatkan oleh penulis secara lengkap 
dikarenakan website Kanwil DJP Jatim III tidak dapat dibuka, 
sebaiknya Kanwil DJP Jatim III membuat website yang baru 
agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai 
perpajakan dan dapat mengakses kegiatan apa saja yang 
diadakan Kanwil DJP Jatim III serta masyarakat dapat melapor 
apabila mereka mendapat pelayanan yang tidak baik dari KPP 
yang berada di daerah tempat tinggal mereka. 
b. Bagi Masyarakat, khususnya wajib pajak, yaitu: 
1) Wajib pajak harus lebih bertanggungjawab akan 
kewajibannya sebagai wajib pajak atau PKP mengingat peran pajak 
yang sangat penting bagi negara. 
2) Apabila masyarakat mengetahui adanya peredaran faktur 
pajak fiktif di lingkungan mereka, diharapkan agar masyarakat 
segera melapor ke KPP atau Kanwil DJP Jatim III. Hal ini 
dilakukan agar peredaran faktur pajak fiktif semakin berkurang dan 
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